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BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

Menimbang :a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dokumen-
dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakvat
Daerah sesuai dengan waktu vang ditentukan oleh ketentuan
peraturan perundang-undangan untuk memperoleh
persetujuan bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan
scbagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan
dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2022 yang dijabarkan ke dalam kebijakan Umum APBD serta
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah
disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD;

c. bahwa sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Dacrah Kabupaten Mimika tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;



Mengingat

Pasal 18 ayat 6 Undang-undang Dasar Nepara Kesatuan
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomwor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan
Daerah Propinsi Otonom Inan Barat dan Kabupaten-
Kabupaten Otonom di Propinsi Inan Barat (Lembaran Negara
Republik [ndonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Propins: Inan Jaya Tengah, Propinsi Inan Jaya
Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten
Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 3894);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali teralchir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubshan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonormi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 42886);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perancangan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cita
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Stabilitas
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020, Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia
Nomor 657 3);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Sebagaiman
Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Unum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomer 137, Tambahan Lembaran WNegara Republik
indonesia Nomor 4575);
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Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Infrmasi Laporan Penvelenggaraan
Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantauan
Keuangan Partial Politik (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi  Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemernntahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk
Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Insvestasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menterli Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah [Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menten Dalam Nepenn Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan keuangan Daerah Serta
Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Mentenn Dalam Negen Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah [Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodelikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

Peraturan Menter: Keuangan Nomor 76/ PMK.07 /2022 tentang
Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41);

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2002 tentang
Tunjangan Khusus Provinsi Papua;

Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Mimika Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten
Mimika Tahun 2022 Nomor 1, Noreg Peraturan Daerah
Kabupaten Mimika Provinsi Papua Nomor 01/20232);



35. Reputusan Gubernur Papua Nomor 065-40 Tahun 2022
tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Mimika tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2022

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MIMIKADAN

BUPATI MIMIKAMEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022,

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika

Tahun Anggaran 2022 semula scbesar

Rp4.480.226.612,225,

bertambah / berkurung sebesar Rp605.090.384,905, sehingga menjadi
Rp35.085.316.997.130, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan asli daerah

l. Semula Rp.
2. Berkurang Rp.
Jumlah pendapatan daerah

setelah perubahan Rp.

b. Belanja Daerah

1. Semula Rp.
2. bertambah Rp.
Jumlah pendapatan daerah

setelah perubahan Rp.

¢. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan Pembiayaan
a] Semula Rp.
b} Bertambah Rp,
2. Jumlah pengeluaran pembiayaan Rp.

Pasal 2

4.184.926.612.225, -
284 .628.640.709,-

4.769.555.252.934,-
4.480.226.612.225,-
605.090.384.905,-

5.085.316.997.130,-

300.000.000.000,-
19.761.744.196,-
4.000.000.000

Anggaran Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,

bersumberdari ;
a. Pendapatan asli daerah
1. Semula Rp.
2. Berkurang Rp.

Jumlah pendapatan daerah
setelah perubahan Rp.

1.603.179.438.725,-
(139.481.650.291,-)

1.463.697.788.434,-
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b. Pendapatan transfer

1. Semmula Rp. 2.581.747.173.500,-

2. Bertambah Rp. 724.110.291.000,-

Jumlah pendapatan daerah

setelah perubahan Rp. 3.305.857.464.500,-
c. Lain - lain pendapatan daerah yang sah:

1. Semula Rp. Nihil

2. Berkurang/bertambah Rp. Nihil

Jumlah pendapatan daerah

setelah perubahan Rp. Nihil

Pasal 3

Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 hurufa bersumber dari :
a. pajak daerah:

1. Sémula Rp. 245.195.600.000,-

2. Bertambah Rp. 5.870.000.000,-

jumlah pendapatan daerah

setelah perubahan Rp. 251.065.600.000,-
b. retribusi daerah

1. Semula Ep. 21.478.451.000,-

2. Berkurang Rp. (1.400.500.000,-)

jumlah pendapatan daerah

setelah perubahan Rp. 20.077.951.000,-
¢. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:

1. Semula Rp. 1.254.528.387.725,-

2. Bertambah Rp. (176.989,550.291 ,-)

jumilah pendapatan daerah

setelah perubahan Ep. 1.077.538.837.434,-
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ;

1. Semula Rp. 81.977.000.000,-

2. Bertambah Ep. 33.038.400.000,-

jumlah pendapatan daerah

setelah perubahan Rp. 115.015.400.000,-

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf
b, bersumber dari:
a. Transfer pemerintah pusat

1. Semula Rp. 2.466.459,375.000,-

2. Bertambah/ (berkurang) Rp. 724.110.291.000,-

Jumlah transfer pemerintah pusat

setelah perubahan Kp. 3.190.569.666.000,-
b. Transfer antar daerah

1. Semula Rp. 115.287.798.500,-

2. Bertambah /(berkurang) Rp. Nihil

Jumlah transfer antar daerah
setelah perubahan Rp. 115.287.798.500,-




(3] Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2huruf ¢, bersumber dari:
a. Pendapatan hibah;

1. Semula Rp. Nihil
2. Bertambah /(berkurang) Rp. Nihil
Jumlah pendapatan hibah sectelah
perubahan Rp. -

b. Dana darurat;

1. Semula Rp. Nihil
2. Bertambah /(berkurang) Rp. Nihil
Jumlah dana darurat setelah

perubahan Rp.-

c. Lain-lain pendapatan daerah vyang sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal2 huruf c adalah:
l. Semula Rp. 81.977.000.000,-
4. Bertambah/(berkurang) Ep. 33.038.400.000,-
Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang
-undangan setelah perubahan Rp. 115.015.400.000,-

Paszal 4

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,
terdiri atas:
a. Belanja operasional;

l. Sermnula Rp. 2.512.050.093.064,-

2. Bertambah/({berkurang) Rp. 408.053.562.889 -

Jumlah Belanja operasional setelah

perubahan Rp. 2.920.103.655.953,-
b. Belanja modal;

1. Semula Rp. 1.600.993 858.810,-

2. Bertambah /(berkurang) Rp. 168.869.416.916,-

Jumlah Belanja modal setelah

perubahan Rp. 1.769.863.275.726,-

c. Belanja tidak terduga;

1. Semula Rp. 13.835.666.551,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp.1.500.000.000 -

Jumlah Belanja tidak terduga setelah

perubahan Rp. 15.335.666.551,-
d. Belanja transfer:

1. Semula Rp. 353.346.993.800 -

2. Bertambah/ (berkurang) Rp. 26.667.405.100,-

Jumlah Belanja transfer setelah
perubahan Rp. 380.014 398,900 -




Pasal 5

(1] Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf
a, terdiriatas:
a. Belanja pegawai;

1. Semula Rp. 842.740.328.647,-
2. Bertambah /(berkurang) Rp. 39.144.764.945,-
Jumlah Belanja pegawai setelah
perubahan Rp. 881.885.093.592 -
b. Belanja barang dan jasa
1, Semula Rp. 1.322.755.315.214,-
2. Bertambah/(berkurang) Hp. 410.798.039.944 -
Jumlah Belanja barang dan jasa
setelah perubahan Rp. 1.733.553.355.158,-
c. Belanja bunga;
. Semula Rp. Nihil
2. Bertambah /{berkurang) Hp. Nihil
Jumlah Belanja bunga setelah
perubahan Rp. Nihil
d. Belanja subsidi
1. Semula Rp. Nihil
2, Bertambah /[berkurang) Rp. Nihil
Jumlah Belanja subsidi setelah
perubahan Rp. Nihil
e. Belanja hibah
1. Semula Hp. 327.698.449,203,
2. Bertambah /(berkurang) Rp. (56.898.086.000,-)
Jumlah Belanja hibah setelah
Perubahan

Rp. 270.800.363.203,-
[. Belanja bantuan sosial

1. Semula Rp. 18.856.000.000,-
2. Bertambah /(berkurang) Rp. 15.008,.844,000,-
Jumlah Belanja bantuan sosial
setelah perubahan Rp. 33.864.844.000,-
(4] Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b
terdiri atas:
a. Belanja modal tanah;
1. Semula Rp. 148.022.039.741,-
2. Bertambah /(berkurang) Rp. 91.966.578.800,-

Jumlah Belanja modal tanah
setelah perubahan Rp. 239.988.618.541 -




-10-

b. Belanja modal peralatan dan mesin;

1. Semula Rp. 92.779.976.894 -

2. Bertambah/(berkurang) Ep, 27.608.527.953,-

Jumlah Belanja modal peralatan

setelah perubahan Rp. 120.388.504.847 -
c. Belanja modal bangunan dan gedung;

1. Semula Rp. 657.545.173.739,-

2. Bertambah/(berkurang) Ep. 10.744.954.650,-

Jumlah Belanja modal bangunan
Dan Gedung setelah perubahan Rp. 668.290,128.389 -

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

1. Semula Rp. 891.504.417.436,-

2. Bertambah /{berkurang) Rp. 34.293.159.657,-

Jumlah Belanja modal jalan, jaringan

dan irigasi setelah perubahan Rp. 725.797.577.093,-
€. Belanja modal aset tetap lainnyva;

1. Semula Rp. 11.142.251.000,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 4.256.195.856,-

Jumlah Belanja modal aset
tetap lainnya setelah perubahan Rp. 15.398.446.856,-

f. Belanja modal aset tidak terwujud;

1. Semula Rp. Nihil
2. Bertambah/({berkurang) Rp. Nihil
Jumlah Belanja modal aset tidak

terwujud setelah perubahan Rp. Nihil

(3] Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf ¢, yangterdiri atas belanja tidak terduga, vaitu:

a. Semula Rp. 13.835.666.551 -
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 1.500.000.000,-
Jumlah Belanja tidak terduga
setelah perubahan Rp. 15.335.666.551,-
(4] Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d,
terdiri atas:
a. Belanja bagi hasil
1. Semula Rp. Nihil
2. Bertambah/ (berkurang) Rp. Nihil
Jumlah Belanja bagi hasil
setelah perubahan Rp. Nihil

b. Belanja bantuan keuangan
1. Semula Ep. 353.346.993.800,-
2. Bertambah /(berkurang) Rp. 26.667.405.100,-
Jumlah Belanja bantuan keuangan
setelah perubahan Rp. 380.014.398.900,-




Anggaran pembiayvaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

Pa=sal &

terdiri atas:
a. Penerimaan pembiavaan;

(1)

1.
2. Bertambah /(berkurang)

Semula Ep. 300.000.000.000.-
Ep. 19.761.744.196,-

Jumlah penerimaan pembiayaan

setelah perubahan

Rp. 319.761.744.196,-

b. Pengeluaran pembiayaan.

1. Semula Rp. Nihil

2. Bertambah/(berkurang) Rp. Nihil

Jumlah pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan Rp. Nihil
Pasal 7

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf a, terdiri atas:
a.

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
1. Semula Rp. 300.000,000.000,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 19.761.744.196,-
Jumlah sisa lebih perhitungan

Anggaran tahun anggaran

sebelumnya setelah perubahan Rp. 319.761.744.196,-

. Penecairan dana cadangan;

1. Semula Rp. Nihil
2. Bertambah /(berkurang) Rp. Nihil
Jumlah Pencairan dana cadangan

setelah perubahan Rp. Nihil

- Hasil penjualan kekayvaan daerah yvang dipisahkan

1. Semula Rp. Nihil

2. Bertambah /(berkurang) Rp. Nihil Jumlah Hasil
penjualan kekayaan daerah yvang

dipisahkan setelah perubahan Rp. Nihil

. Penenimaan pinjaman daerah

1. Semula Rp. Nihil

2. Bertambah /({berkurang) Rp. NihilJumlah
pencrimaan pinjaman daerah

setelah perubahan Rp. Nihil

. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

1. Semula Rp. Nihil

2. Bertambah/(berkurang) Rp. Nihil Jumlah
penerimaan kembali pemberian

pinjaman daerah setelah perubahan Rp. Nihil

r
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Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan:

l. Semula Rp. Nihil

2. Bertambah /(berkurang) Rp. Nihil

Jumlah Penerimaan pembiayaan

lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan

setelah perubahan Rp.Mihil

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 huruf bterdiri atas:

(=

Pembentukan dana cadangan

1. Semula Rp. Nihil

2. Bertambah /(berkurang) Rp. Nihil Jumlah
Pembentukan dana cadangan

setelah perubahan Rp. Nihil

Penvertaan modal daerah

1. Semula Rp. Nihil

2. Bertambah /(berkurang) Rp. Nihil
Jumlah penyertaan modal daerah

setelah perubahan Rp.Nihil
Pembayaran cicilan pokok utang vang jatuh tempo
1. Semula Rp. Nihil

2. Bertambah /(berkurang) Rp. Nihil

Jumlah Pembayaran cicilan pokok
utang yangjatuh tempo
setelah perubahan Rp. Nihil

Pemberian pinjaman daerah

1.Semula Ep. Nihil
2.Bertambah / (berkurang) Rp. Nihil
Jumlah Pemberian pinjaman

daerah setelah perubahan Rp. Nihil

. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan

1. Semula Rp. Nihil
2. Bertambah /(berkurang) Rp. Nihil
Jumlah Pengeluaran pembiayaan

lainnya sesuai denganketentuan

peraturan perundang-undangan

setelah perubahan Rp. Nihil




(1)

4]

[3)

Pasal 8

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak,
Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum
tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yvang
ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnva
dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja
daerah Kabupaten Mimika tahun anggaran 2022, dengan tata
cara sesual dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan
peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD,
dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya
disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Keadaan darurat sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau
kejadianluar biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. kerusakan  sarana/prasarana vyang dapat mengganggll
kegiatan pelayanan publik.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat
yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran
berjalan;

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja Yang
bersifat wajib;

c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah
daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta
amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. pengeluaran daerah lainnya wyang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah
Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
scbagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran
yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
Kabupaten Mimika ini terdiri dari:

2

b.

Lampiran | Ringkasan APBD vang Diklasifikasi
Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan,
Belanja, dan Pembiavaan;

Lampiran I Ringkasan APBD wyang Diklasifikasi Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;




c. Lampiran
d. Lampiran
e. Lampiran
f. Lampiran
g- Lampiran
h. Lampiran
i. Lampiran
j- Lampiran
k. Lampiran
l.  Lampiran
m. Lampiran
n. Lampiran
0. Lampiran
p. Lampiran
Bupati

11

Iv

V1
Vil

VIII

Xl

XAl

X1V

XV
xVI

menetapkan Peraturan

Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub

Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

Kegiatan Beserta Hasil

Beserta Keluaran;

dan Sub Kegiatan

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan
dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah
dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara;

Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

Sinkronisasi program pada RPJMD
dengan rancangan APBD;

Sinkronisasi program, kegiatan, sub kegiatan
padaperubahan RKPD dan PPASdengan
Rancangan APBD;

Sinkronisasi Program Prioritas Nasional
dengan Program Prioritas Daerah;

Daftar Jumlah Pegawai Per
dan Perjabatan;

Golongan

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penvertaan Modal Daerah danlnvestasi
Daerah Lainnya;

Daltar Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset
LainlLain:

Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy vears);
Daftar Dana Cadangan; dan

Daltar Pinjaman Daerah.
Pasal 10

Bupati tentang Perubahan

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai
landasan operasional pelaksanaan AFPBD.




af§a

Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Mimika
pada tanggal, 19 September 2022

Plt. BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 19 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIEA

ttd
JENI O, USMANY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2022 NOMOR 3, NOREG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA 03,/2022.

Salinan sesuai dengan aslinya
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